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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawabaa Keuangan Negara
(Lembaran Neghra Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zAV
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6A);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ZO|T Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6Oa\;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2Ol8
tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2Ol9 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OI8 Nomor 613);

MEMUTUSKAN:

McnctapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PBNGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2A19.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Pernerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Nusa

Tenggara Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewa:: Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ,Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
L945.

5. Perangkat Daerah adaJah unsur pembantu kepala daerah dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
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